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b.

BUPATIMUSIRAWAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 6IT TAHUN 2OI7

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2OL8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa sebagai pedoman bagi organisasi Perangkat Daerah

dalam men]rusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), perlu

disusun Standar BiaYa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hurlf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2O1E;

undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatag (Lembaral Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor l82ll;

Undang-undang Nomor L7 Tahun 2oo3 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo3 Nomor 47, Talnbahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a2E6l;

undang-Undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang

perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan l*mbarart

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara ( kmbaran Negara Republik

Indonesia
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Ta,hun2oo|Nomor66,TambahanlfmbaranNegara
Republik Indonesia Nomor aaOO);

Undang-UndarrgNomor2lTahun2oo4tentangSistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4' Tambahan

IrmbaranNegaraRepubliklndonesiaNomoraa2t|;

Undang-Undang Nomor 23 Talrun 2Al4 Entang

Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 244, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telatt

diubatr beberapa kali terakhir dengan undang-undang

Nomor 9 Tatrun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

undang-undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tafuun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Apaienr

sipil Negara (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun

2Ot4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republile

Indonesia Nomor 5a9al;

8. kraturan Pemerintah Nomor 58 Tatrun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tatrun 2oo5 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a781;

Peraturan Pemerintatr Nomor 79 Tahun 2005

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

PenyelenBgaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 165,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45e3);

Peraftgan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentEng

sistem Pengendalian Intern Pemerintatr (SPIP) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2oo8 Nomor 165,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4se3);
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Pereturan Pemefintah Nomor 7L Tahun 2O1O Entang

standar Alnrntansi Pemerintatran (kmbaran Negara

Republik Indonesia llahun 2o1O Nomor 123, Tlambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

perattrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr,

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peratrrran Menteri Dalarrr Negeri Nomor 2L Tatrun 2olt

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2@6 tentang Pedoman Pengelolaart

Keuangan Daerah;

peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

2OOB tentang Tata Cara Penatausatraan dal Pen5rusunal

Laporan Pertanggungiawaban Bendahara serta

PenyampaiannYa;

14. Peietlulan Menteri Dalam Negeri Nomor @ Ta'hun

2OL3 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akmef pade Pemefinta,lt;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun

2OL7 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran

pendapatan dan Belar{ia Daerah Tahun Anggaran 2Ol8;

16. peraturan Daeratr Nomor 7 Tatnrn 2OO8 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daemtr Kabupaten Musi

Rawas (kmbaran Daerah Ikbupaten Musi Rawas Tahun

2OO8 Nomor 7).

MEMUTUSI(AI'[ :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAIYDAR BIAYA

TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Fasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah I(abupaten Musi Rawas

2. Pemerintatr Kabupaten adaftrh Pernerintatr Kabupaten Musi Rawas

11.
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3.

4.

Bupati adalah BuPati Musi Rawas

Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah, yang selanjutnya dising[at

DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Ranras.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeratr, yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah

Kabupaten Musi Rawas yang dibahas dan disehrjui bersana oleh

Pemerintatr IGbupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perattmart

Daerah.

perangkat Daeratr adalah Peratrgt<at Daerah pada Pemerintah

Kabupaten selaku pengguna angg€rran/pengguna barang.

Aparahrr Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalatr profesi

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintatr dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah'

Pegawai Aparatur sipil Negara yang selanjut disebut pegawai ASN

adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjartjian

kerja yang dianglat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diseratrkan

tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi hrgas negara

lainnya dan digaji berdasarkan perahrran pemndang-undangan'

Pegawai Negeri Sipil yaurlg selafijufirya disingt<at PNS adalah wafga

negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentrr, diangkat sebagai

ASN secara tetap dan pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki

jabatan pemerintah.

pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat

PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, yang diangkat berdasarkan perjaniian kerja untuk jangka

walrhr tertentrr dalam rangt<a melaksalakan tugas pemerintahan.

Pegawai fidak Tetap yang setanjutnya disebut P'IT adalah Pegawai yanS

diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan

tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional

dan administrasi sesuai dengan kebuhrhan dan kemampuan organisasi-

L2. Non Pegawai adalah Masyarakat atau Pihak ketiga yang ikut

melaksanakan program dan kegiatan Pemerintatr'

13. pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingtcat PPKD

adalah kepala satrran kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya

disebut dengan kepal,a SKPKD yang mempunyai ttrgas melaksanakan

7.
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pengelolaan APBD dan bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara

umum daerah.

L4. Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalafi

PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendaharan Umum

Daeratr.

15. Pengguna Anggaran adalatr pejabat pemegang kewenangan penggunaan

anggaran r,rntuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dipimpinnYa.

15. Kuasa Bendahara umUm Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa

BUD adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan tugas

BUD.

17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disinglat KPA

adalah Pejabat yang memperoleh lmasra dafi Pengguna

Anggaran unhrk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab penggtrnaan anggaran pada Sahran Kerja Peranglrat Daerah yang

bersanglnrtan.

1E. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah

Pejabat yang memperoleh kuasa sebagai pemilik pekerjaan yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaal baralg dan jasa dari

segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional'

19. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPI(D yang selanjutnya disinglat

PPK- PPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan Pada PPKD-

20. pejabat penatausatraan Keuangan Organisasi Peranglat Daerarr yang

selanjutnya disingkat PPK- Organisasi Perangt<at Daeratr adalatt

pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada

Organisasi Perangkat Daeratr-

21. Bendahara Penerimaan adatah pejabat fungsional yang

dihmjuk menerima, ffi€nyimpan, menyetorkan, menata-

usahalcan,danmempertanggUngiawabkan uang pendapatal daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

22. Bendatrara pengeluaran/Bendatrara Pengeluaran Pembantu adalatt

pejabat fungsional yurgdihrnjuk menerima, menyimpan, memba5rarkan,

menatausahat<an dan mempertanggungiawabkan uang unhrk keperluan

belanja daeratr dalam rangka pel,aksanaan APBD pada Peranglat

Daeratr.

o
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23.

24.

29.

30.

Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi

pengelolaan barang milik daerah.

Pembantrr pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pembantu

3 27.

pengelola adalatr Pejabat yang bertanggung-jawab

mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daeratr

yang ada pada satuan kerja perangkat daerah'

Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengggna barang

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah'

Kuasa penggxraan barang milik daerah adatah kepala satuan kerja atau

pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk mengguilar(an

barang milik daerah yang berada dalam Penguasaannya.

Penyimpanan barang milik daerah adalatr pegawai yang diserahi hrgas

untuk menerima, menyimpas, dan mengeluarkan barang.

pengums barang milik daerah adalatr pegawai yang diserahi tugas

untuk mengurus barang daerah dalam proses pemat<aian yang ada di

setiap sahran kerja perangkat daerah/unit kerja'

pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjut disingkat PPTK adalah

pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran dalam melaksanakan

program/kegiatan.

Rencana Keda dan Anggaran Peranglat Daerah yang selanjutnya

disingkat RKA- Perangkat Daeratr adalah dokumen rencana keuangan

tatrunan SKPD yang disusun oleh kepala Peranglrat Daerah'

Dokqmen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daeratr yang selanjutnya

disingkat DPA- Perangfut Daerah /DPPA- Perangkat Daerah adalatt

dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang

digpnal€n sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggaran.

32. Standar Biaya adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai

Standar Biaya Masukan nraupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan

perhitungan kebutuhan anggalail RKA- Peranglrat Daerah /RKPA-

Peranglat Daerah-

33. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang setanjutnya disingkat

SPTJM adalah pernyataan pertanggungiawaban pengguna

anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaafl jenis satuan

biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

c
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(2t

BAB II

STANDAR BI.AYA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 2

Satuan Biaya Tahun Anggaran 2018 adalah pedoman bagi Organisasi

Perangkat Daerah untuk menJnrsun komponen biaya masukart pada

kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran ( RKA)/Rencana Kerja Perrbatran '

Anggaran (RKPA) Organisasi Perangkat Daeratr yang berbasis kinerja

Tahun Anggaran 2018.

Standar Biaya Tatrun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) berfirngsi sebagai:

a. batas tertinggi; atau

b. estimasi

Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 yang berfrrngsi sebagai batas

tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (21humf a, mempakan batas

tertinggi termasuk pajak dan punggtan lainnya, yang besaran biayanya

tidak dapat dilampaui dalam pen)rusunan RI(A- Organisasi Perangkat '
Daerah/RKPA- Organisasi Perangkat Daerah Tatrun Anggaran 2018;

Standar Biaya Tahun Anggaran 2Ol8 yang berfungsi sebagai estimasi

sebagaimana dimaksud pada ayat l2l huruf b, merupakan besaran biaya

yang dapat dilampaui sesuai dengan harga pasar dan ketersediaart

alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomi, efisien, efektif,

serta mengacu pada ketentuan peratrrran penrndang-undangan'

Pasal 3

Standar Biaya Tahr:n Anggaran 2018 berfrrngsi sebagai bata's tertinggi

sebegaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I dan penjelasan Standar Bia5ra Tahun 
',

Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perahran

Bupati ini.

Pengatgran Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wat'il Bupati'

pimpinan DPRD, Wakil DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri sipil,

Pegawai Tidak Tetap, dan Masyarakat di lingkungan Pemerintatr w

Kabupaten Musi Rawas diahrr tersendiri datam Peraturan Bupati

tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungart

Pemerintah KabuPaten Musi Rawas.

o (3)

(4)

o
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BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Ketentuan penggunaan standar biaya umum yang diperlukan dalam rang!<a

pelaksanaan anggaran yang belum diahrr dalam Peratrrran Bupati ini at€n

diatur lebih lanjut dengan Kepuhrsan Bupati'

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

pada saat Perattrran Bupati ini mulai berlaku, maka Perahrran Bupati Nomor

17 Tahun 2oLT tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2ot7 (Berita Daerah

KabupatenMusiRawasTahun2o:r7Nomor17)dicabutdarrdinyatakantidak

berlalm.

Pasal 5

peraturra' Bupati ini mulai bertalm pada tanggal diundang[<art-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratrrran

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah l(abupaten

Musi Rawas.

Ditetapkan di
pada tanggd

FUPAfi

Lubuklinggau
?o firote'Ef 2oLT

RAWAS,

Diundangkan di Lubuklinggau
p"a" t dg"l ?o MVtmher zoLT

H.H GUNAWAN

6y

MUSJ RAWAS,

H. ISBANDI

MUSI RAWAS TAHUN 2OL7 NOMOR



I.AMPIRANIPERATURATBUPATIMUSIRAWAS
NOMOR gI TAHUN 2OI7
TET.ITANG STANDAR BI,AYA TAHUN
ANGGARAN 2018

Sf,ATDAR BIAYA TAIIIN ATGGARAIT 2018
YAITG BERTUIIGS]I SEBAGAI BATASAIS TERflIIGGI

TTRAIAI|

2

-ffiETBTAYA
TA. 2018lfo.

3 4
1

rraron rnnru prrcpror,een IGIIAITGAIIl.
ii NGEI,OI,,A KEUANGAN

DAERAH r r

1.1

EOIORARIITU PETAIIGGUII(i r'.ewArt

PEI5GEII)I"AAIT XEI'AITGAIT PAI'A SATUAIT

rER.'A PEITGEI,OI.A TEI'AIIGAIT DAEBAE
ISKPtril)I

OB 7.500.000
a. Rendallara Umum Daeratr

OB 5.O00.ooo
b. Kuasa Bendatrara Umum L)aerah

c. P6abat Penatau OB 2.200.ooo

d. Bendatrara Pengeluaran SKPKD OB 2.000.ooo

e. ffiaPengeluaran SKPKD OB 1.500.ooo

1.2.
NOTONINTTru PETAKrcI'I{G JAWAB

PEITGELOUIAII TEI'AITGAII PADA

oRGAIfISAST PEnArGraT DAERAE loPDl

1.2.1 PBTABAT PtItGGrrtA ATIGGARATY (PAl

a. Nilai Pagu dana s.d lOO ju14 OB 500.ooo

b. @ tooj"t""-dzsoj"a OB 6lo.ooo

c. @zsojrt"".d5oojm OB 720.OOO

d. @sooj"t"".a t *ilY* OB 830.OOO

e.
Nitai P-dana diatas I milYar s.d 2,5

milyar
OB 970.OOO

f.
@Aana diatas 2,5 milYar s-d 5

milyar
OB 1.110.OOO

g. ttil"i p"m, dana diatas 5 milyar s.d' lO milyar' OB r.250.OOO

h.
Nffi pagtr-dana diatas 1O milyar s.d' 25
milvar.

OB 1.580.OO0

l. @dana diatas 25 milYar s.d. 50

milvar.
OB 1.910.OOO

J. Nitai pagu dana diatas 5O rnilyar s.d 75 milyar OB 2.250.OOO

k.
Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. 10O

milyar
OB

2.580.OOO

1.
Nffi pagtr dana diatas IOO milyar s'd' 25O

Milyar
OB 3.O80.OOO

m. Nffi paguEana diatas 250 milyar s'd' 5OO

milvar
OB 3.580.OOO

1.2.2
PEqIABAT KTIASA PETGGUtrA
AITGGARAI| (KPAI

a. Nilai Pagu darla e.d IOO juta OB 450.OOO
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o

Nilai Pagu dana diatas 1O0 juta s.d 250 juta OB 550.OOOb.

c. Nilai Pagu dana diatas 25O juta s.d 5OO juta OB 680.OOO

d. Nilai Pagu dana diatas 5OO juta s.d I milyar OB 750.OOO

e.
N@dana diatas I milYar s-d 2'5
rnilvar

OB 860.OOO

OB 950.OOO
f.

Nilai PaSu dana diatas 2'5 mil5rar s-d b

milyar
g. OB 1.100.ooo

h.
NC pagrda;a diatas tO milYar s-d' 25
milvar.

OB 1.280.OOO

l. @2smilyars.d.5o
milyar.

OB 1.500.000

J. Nilaipagu danadiatas SO @ OB r.700.ooo

k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d'
milyar

100 OB
2.OOO.OOO

l.
Nffiagu dana diatas 1OO milyar s.d. 25O

Milvar
OB 2.20o..WO

m. @25omilyars-d.5oo
*il.'ar

OB 2.500.ooo

1.2.3 PBNNET PETBUAT KOTIflIIT
a. Nilai Pagu dana s.d l0O juta OB 480.(x)o

b. OB 590.OOO

c. Nilai Pagu dana diatas 25O iuta s-d 5OO iuta OB 700.ooo

d. Nilai Pagu dana diatas 5OO juta s.d 1 milyar OB 800.(x)o

e.
s'd 2,5

milyar
OB 9z+0.ooo

f. @2,5milyars.d5
milyar

OB 1-O70-(xx)

g- Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. l0 milyar' oB I r.zro.ooo

h. @lomilyars-d2S
milvar.

oB I r.sso.ooo

1.
ffiptgl, dana diatas 25 milYar s.d. 5O

milvu.
OB r.850.OOO

j. Nitai pagu dana diatas 50 milyar s-d 75 milyar OB 2.170.fiX)

k.
ffipaguaantdiatas 75 milyar s-d. 1oo

milvar
OB 2.490.WO

l. @ loomilyars-d.25o
Milvar

OB 2.980.OOO

m.
milYar s'd' 5OO

milvar
OB 3.460.000

1,.2.4
T^ITNATPtIf ATAUSAIIAAI|

XEUAI|GAII
a. Nilai Pagu dana s.d l0O juta OB 400.000

b. OB 480.OOO

c. OB 570.O(x)

d. Nilai Ilagu dana diatas S@ OB 660.OOO

e. Nilai ruu dura diatas 1 mitYu s.d 2,5
milyar

OB 770.OOO

l0



Nilai Pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5

milyar
OB 880.000f.

c OB 990.OOO

h. Nilai pagu dana diatas 1O milyar s.d' 25
milvar.

OB r.2s0.ooo

t. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s'd' 5O

milyar.
OB 1.520.OOO

j. Nilai pasu dana diatas 50 *ilV* 
"-d 

75 *ily* OB 1.780.OOO

k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d' IOO

milvar
OB 2.O40.OOO

l. Nilai pagu dana diatas IOO milyar s'd' 25O

Milvar
OB 2.440.AOO

m. Nilai pagu dana diatas 25O milyar s'd' 5OO

-it.rar
OB 2.830.OOO

C

C

1.2.5 . BTM}AIIANA PEITGTLI'ARAf, '

a. Nilai Pagu dana s.d IOO juta OB 340.OOO

b. Nilai Pagu dana diatas 1OO juta s.d 25O juta OB 420.OOO

c. OB soo.ooo

d. Nilai Pagu dana diatas 5O0 juta s.d I milyar OB s70.ooo

e.
Nilai Pagu dana diatas I milyar s.d 2,5

milyar
OB 670.OOO

f.
Nilai Pagu dana diatas 2,5 milyar s.d 5

milyar
OB 770-O0o

g. Nilai pagu dana diatas S -ity* ".a. 
tO dy-' OB 860.OOO

h. Nilai pagrr dana diatas 1O milyar s.d' 25
milvar.

OB 1-O90.OOO

l. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d' 5O

milvar.
OB 1.320.OOO

j. Nilai pagu dana diatas 5O milvar 
".4 

r!ig!'V"I OB 1.550.OOO

k' Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d' 1@
milvar

8B 1.780.0OO

1.
Nilai pagu dana diatas IOO milyar s'd' 25O

Milvar
OB 2.120.OOO

m. Nilai pagu dana diatas 25O milyar s'd' 5OO

milvar
OB 2.470.000

ll
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C

l.z.t6
BIITDAHARA PEI| GELUARAT
PTUBATTT'/ PETBAJTTU BEilI'AHARA
( KHUSUS UNTUK OPD YNG DA reA)

a. Nilai Pagu dana s.d lOO juta OB 300.ooo

b. Nilai Pagu dana diatas l0O juta s.d 25O juta OB 400.ooo

c. Nilai Pagu dana diatas 25O juta s-d Sfi) juta OB 450.OOO

d. Nilai Pagu dana diatas 5OO juta s-d I milyar OB 500.ooo

e.
Nilai Pagu daura diatas f rnilyar s.d 2,5

milyar
OB 600.ooo

f.
Nilai Pagu dana diatas 2,5 miTyar s.d 5

milyar
OB 700.000

g. Nilai pagu dana diatas 5 ,rily31 "4.-19-ibr.t'
OB 800.000

h. Nilai pagu dana diatas 1O milyar s.d- 25
milvar.

OB l.OOO.OOO

l. Nilai pagu dana diatas 25 milyar s.d- 5O

milvar.
OB 1.120.OOO

J. Nilai pagu dana diatas 5O milyar ".{ 
rc-as-{yar OB 1.250.OOO

k. Nilai pagu dana diatas 75 milyar s.d. IOO

milvar
OB t.480.ooo

l. Nilai pagu dana diatas 1OO milyar s-d- 25O

Milvar
OB 2.O20.OOO

m. Nil-ai pa8u dana riliatas 25O ao:lyar o,d, 5OO
milvar

OB 2.270.ON

1.2.7 _
IIOTORAruI'I BEITDAHARA
PEIIERIUAAJI

a. Nilai Pagu dana s.d 10O juta OB 340.OOO

b. Nilai Pagu dana diatas IOO juta s.d 25O juta OB 420.OOO

c. Nilai PaSu dana diatas 25O juta s-d 5OO juta OB 500.ooo

d. Nilai Pagu dana diatas 5OO juta s.d I milyar OB 570.OOO

e.
Nilai Pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5

milyar
OB 670.OOO

f.
Nilai Pagu dana diatas 2,5 milyar s-d 5

milyar
OB 750,Q@

1.2.8 EfiAT PET|GEIOI.A ITTUATGAil

a. Nilai Pagu dana s.d lOO juta OB 260.OOO

b. Nilai Pagu dana diatas 1OO juta s.d 25O juta OB 3lo.ooo

c. Nilai Pagu dana diatas 25O juta s.d 5OO juta OB 370.OOO

d. Nilai Pagu dana diatas 5OO juta s.d I milyar OB 430.oo0

e. Nilai Pagu dana diatas I milyar s.d 2,5 m OB 500.000

f.
@2,5milyars.d5
milyar

OB s70.ooo
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g- Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d. lO milyar. OB 640.OOO

h.
Nilai pagu dana diatas 1O milyar s.d- 25
milyar.

OB Slo.ooo

I
ttitai pagu dana diatas 25 milyar s-d. 5O

milyar.
OB 980.OOO

j. Nilai pagu dana diatas 5O milyar s.d 75 milyar OB 1.150.OOO

k.
Nilai pagu dana diatas 75 milyat s.d- lOO

milyar
OB 1.330.OOO

l,
Nilai pagu dana diatas IOO milyar s-d- 25O

Milyar
OB 1.580.0OO

m.
Nilai pagu dana diatas 25O milyar s.d- 5@
ailyar

OB 1.840.OOO

1.2.9 _
BEITDAIIARA GAJI OPD PI'RU BAYAR
GA.'II

a. Nilai pagu dana s.d. RP. 5OO jt OB 250.000

b.
Nilai pagu dana diatas Rp. 5OO jt s.d.
Rp. I milyar

OB 300.ooo

c.
Nilai pagu dana diatas Rp. 1 milyr s-d.
Rp. 5 milyar

OB 350.OOO

d.
Nilai pagu dana diatas Rp. 5 milyar s.d.
Rp. 15 milyar

OB 400.o00

e.
ffi pagu-dana diatas Rp- 15 milyar s.d.
Ro. 3O milvar

OB 500.o00

f.
fmpagu dana diatas Rp. 3O milyar s.d.
Ro- 75 milvar

OB 550.000

g. XffipaguTana diatas Rp. 75 milyar s.d-
Rn- IOO milvar

OB 600.ooo

h.
Nffi pagu dana diatas lfr) milyar s.d- 25O

milvar
OB 650.OOO

i

1.
Nitai pagB dana diatas 25O milyar s.d. 5OO

Milvar
OB 700.mo

l.2.lo HOTORARIT'U PETGEI.OI.A BARAf,G
III,IX DAENAII
PEITGIII)I.A BARAITG UILffi I'AE,RAII
SXPTD

a. Pengelola Barang OB 1.500.ooo

b. Pejabat Penatausahaan Barang OB 1.250.000

c.
Penyimpan dan kngurus Barang Milik
Daerah

OB r.oo0.oo0

PEIIGEII)LA BARATG UIIIK DAF;RAII
OPD

a; Pcrryipq.pan dqr Pengurrs barqrB OB 600.ooo

b.
Perryimpan dan pengurus barang
uPts/uPrD

OB 300.ooo

L,
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t.2.LL INIT AIruilTAl5SI SXPXD [DitetaPtan
atas dasar Kepuhrsan PA|

a. Penanggung Jawab OB 700.ooo

b. Koordinator OB 500.ooo

c. Ketua OB 400.ooo

d. Anggota OB 350.OOO

1.2.12 IIIVIT AI(IrITTAXSI OPD
(Dttetaptan ates dasar Keputusan PAt

a. Penanggung Jawab OB 450.OOO

b. Koordinator OB 400.ooo

c. Ketua OB s50.ooo

d. Anggota OB 300.ooo
3

3

2. HOITORARIT'U PTITGELOLA SISTIU IIINORUASI UAf,A.'EUEII
KTUATGAIT DATRAII

2.t
IIOTTORARITIf, PTTGTIOI.A SISf, EU
IITORUASI TAITA'TTEII
r(ruArf GArt/ BARAnG DAERAH (SrrPrDl

2.1.1 UAITA'ETEIT AIgfTU

a. Pengaratr OB 2.500.ooo

b. Penanggung Jawab OB 2.300.ooo

c. Koordinator OB 2.OOO.OOO

d. Supervisior Database OB 1.700.ooo

e. Database Administrator OB 1.400.ooo

f. Aplikasi Administrator OB 1.OOO.OOO

2.1.2 TEITAGA TEI(IUS PEITGTLOI.A SISTTU

L Sistem Administrator OB 3-600.ooo

b. Administrator Jaringan OB 2.500.ooo

c. Helpdesk OB r.500.ooo

d. Operator OB 500.ooo

2.2. -HOITORAruT'UPTIT(}TII)I.ASISTEUIITF1ORIASI UA**.'TUTil KgUAIgGAlg
DArRArr I SEXRETARIAT DAtRArrl

a. Database Administrator OB 900.o00

b. Admin Aplikasi OB 700.ooo

c. Operator Aplikasi OB 350.OOO
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2.3.
HONORARII'U PETGEII)I.A SISf,F,T
inronmg uAItA.rtuEIr IrtuAIrcAIf
DAERATI (oPDl

a. Admin Aplikasi OB 400.oo0

b. Operator Aplikasi OB 350.OO0

2.4 HOITORARTUU /JASA TErlaGA XEn rA
PEITGEIPI"AAIT SISIEU APLITASI OPD

OB 700.oooa. T)at atrase Administrator
OB 500.ooob. Adrnin Aolikasi Sistem Komputerisasi

OB 350.OOOc. Operator Aplikasi Sistem Komputerisasi

2.5 HOITORARITTT PETGELOI,,A WF,gSTTD

a. Penanggung Jawab OB soo.ooo

b. Redalrhrr OB 450.OOO

c. Editor OB 400.000

d. Web Administrator OB 350.OO0

d. Web Derreloper OB 300.ooo

e. Pembuat Artikel
Hala -
man 100.ooo

f. Penerjemah
1.500
IGrak-
ter

100.ooo

3

3

EOTORARIITIPETGEI.OLA/PElrrrsArArEGIATAIr3.

3.1
PEI'ABAT PELITTSATYA TTKITIS

r{TGIATAIT (PPTKI

a. Nilai Pagu dana sampai dengan 5O juta OB o

OB 280.OOOb. Nilai Pagu dana diatas 5O juta s-d IOO juta

OB 330.OOOc. Nilai Pagu dana diatas IOO juta s.d 25O juta

OB 435.OOOd. Nilai Pagu dana diatas 25O juta s.d 5OO juta

e. Nilai Pagu dana diatas 5O0 juta s.d 1 milyar OB 490.O00

OB s45.OOOf.
Nilai Pagu dana diatas 1 milyar s.d 2,5

milyar

e.
Nilai pagu dana diatas 2, 5 milyar s'd' 5
milyar.

OB 600.ooo

OB 800.o00h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar s.d' lO milyar'

I Nilai pagu dana diatas 1O milyar s.d' 25
milyar.

OB 1.OOO.OOO
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3.2
STAF PETGEIPI"A IITGIATAIT/JASA
TTITAGA I{TR.'A PEITGEIOI.A
ITTGIATAIT

a. Nilai Pagu dana sampai dengan 5O juta OB o

b. Nilai Pagu dana diatas 50 juta s-d IOO juta OB r95.OOO

c. Nilai Pagu dana diatas lOO juta s.d 25O juta OB 270.OOO

d. Nilai Pagu dana diatas 25O juta s.d 5OO juta OB 300.oo0

e. Nilai Pagu dana diatas 5OO juta s.d I milyar OB 325.OOO

f.
Nilai Pagu dana diatas I milyar s.d 2,5
milyar

OB 355.000

g. Nilai pagu dana diatas 2,5 miTyat s.d. 5
milvar.

OB 410.000

h. Nilai pagu dana diatas 5 milyar 
".d. |0 -ily"t. OB 550.OOO

I Nilai pagu dana diatas 1O milyar s.d. 25
milyar.

OB 700.ooo

c

C

4
""-"- 

/ PAIIIrIA PEilGADAAT BARAITG/JASA

4.1
PE'ABAT PETGADAAIT BARAXG DAT
JASA

OB 680.OOO

4.2
PANITIA PEITGADAAI| BARAITG

TTLOUPiOK I{TR.'A IIMT LI\YAIVAIT

PETTGADAAT lKolrrRlrxsll

a. Nilai Pagu Pengadaan s.d 2O0 juta OP 680.OOO

b.
Ititai pagu Pengadaan diatas 2OO juta s.d 5OO

juta
OP 850.000

c.
f{itai paeu Pengadaan diatas 5OO juta s.d I
milyar

OP 1.O20.OOO

d. @diatas 1milyars.d.2,5
milvar.

OP 1.270.OO0

e.
Nitai pagu Pengadaan diatas 2,5 milyar s.d.
milvar.

5 OP 1.520.OOO

f.
Ntlai pagll Pengadaan diatas 5 milyar s.d. 1O

milvar.
OP r.780.ooo

g. Nilai pagu Pengadaan diatas 1O milyar. OP 2.120.OOO

4.3
PAITITI.A PEIIGADAAIT BARAITG

TEII)UPIOK KTR.'A TIITIT I"AYAITAI|
PEITGADAAT Nor KolrTRrrxsrt

a. Nilai Pagu Pengadaan s.d 2OO juta OP 760.OOO

b.
Nilai Pagu Pengadaan diatas 2OO juta s.d 5OO

juta
OP 850.OOO

c.
Nilai Pagp Pengadaan diatas 5OO juta s.d I
milyar

OP 920.OOO
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d.
NiLi p"g,, Pengadaan diatas 1 milyar s.d. 2,5
milvar.

OP 1.l40.ooo

e.
Nilai pagu Pengadaan diatas 2,5 milyar s.d. 5
milvar.

8P r.370.ooo

f.
Nilai pagu Pengadaan diatas 5 milyar s.d. 1O

milvar.
OP 1.600.ooo

g- Nilai pagu Pengadaan diatas lO milyar. OP r.800.ooo

4.4.
PAMTIA PETGADAAT JASA
TTII)IFOII XER.IA I'ITIT I"AYAITAT
PtrfGN)AAIt lllot nOrfTRIrKSrl '

a.
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d
Rp.50 juta. OP 4rx).OOO

b.
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas
Rp,5Q ju-ta s,d. RP'1@ juta' OP 430.OOO

c.
Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d.
Rp. lOOjuta

OP 450.OOO

d.
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa
lainrrya diatas Rp. 1OO juta s.d. Rp. 25O
juta.

OP 480.OOO

e.
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa
leirurya diatas &. 25O juta s.d. Rp. 5OO juta OP 600.ooo

f.
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa
lainrrya diatas Rp. 5OO juta s.d. Rp. 1 milyar.

OP 720.000

g-
Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa
l,ainnya diatas Rp. I milyar s.d. Rp. 2,5
milyar.

OP 910.OOO

h.
Nilai pagu perrgadaan jasa konsultansi/jasa
l,ainnya diatas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5
milyar.

OP r.o90.ooo

4.5. PB'ABAT/PArIflA PEITERITA HASIL
PEtrER.IAAT

a.
Pejabat Fencrlre Eadf Fehcdaen
Fcagadaen Berang/Jasa

OB 420.OOO

b. PaDtth Fcnctlme Hadl
Fcted..n/Perrttdrnn Barlag/Je:e

rEM'A

a- Nil,ai pagu pekerjaan pengadaan s.d. 2@ juta. OP 420.OOO

b. Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 2(X)
juta s.d. 5OO juta- OP 520.OOO

c.
Nil,ai pagu pekerjaan /gengadoaarr diatas 5OO
juta s.d. 1 milyar.

OP 620.OOO

d. Nilai pagu pekerjaan lpengadaaan diatas 1

milyar s.d. 2,5 milyar. OP 770.OOO
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e.
Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 2,5
milyar s.d. 5 milyar.

OP 9l0.oo0

f. Ndel pasu peleerjseg/pensedae$ dietac 5
milyar s.d. 1O milYar.

OP 1.060.000

g-
Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas lO
milyar s.d. 25 milYar

OP 1.260.000

3

3

smttARrs

a. Nilai pagu pekerjaan pengadaan s-d. 20O juta' OP 4(x).O(x)

b.
Nilai pagu pekerjaan lpengadeaao diatas 2OO
juta s.d. ffi j.h. OP 500.ooo

c.
Nilai pagu pekerjaan lpengadaaan diatas 5OO

juta s.d. I milyar.
OP 600.ooo

d.
Nilai pagu pekerjaan lpagadeaat diatas 1

milyar s.d. 2,5 -ilY*.-
OP 700.ooo

e.
Nilai pagu pekerjaarr lpngpdaaan diatas 2,5
milyar s.d. 5 milyar.

OP 800.ooo

f. OP l.OOO.OOO

g. Xit"i p"S,, pekerjaan/pengadaaan diatas 1O

milyar s.d. 25 milYar
OP 1.100.ooo

AKrcOTA

a. Nilai pagu pekerjaar, pengadaan s.d. 2OO juta' OP 300.o00

b.
ftitai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 2OO

iuta s.d. 5oo juta. OP 400.fix)

c.
f.litai pa8tr pekerjaan/pengadaaan diatas 5OO

iuta s.d. I milyar.
OP 500.ooo

d.
Nilai pagu pekerjaan lpengqdaaan, diatas I
milyar s.d. 2,5 milYar.

OP 600.fix)

e.
ftilai prgu pekerjaan lperrgadaaarn diatas 2,5
milyar s.d. 5 -ilY

OP 700.000

f.
ftitai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas 5
milyar*.d. 1O-ilYL OP 800.ooo

g.
Nilai pagu pekerjaan/pengadaaan diatas lO
milyar s.d. 25 milYar

OP 900.000

1E
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C

D. EOIIORARIITU Urr LLYAISAT PF,ilGADAAT (ULPI

a. Kepda OB 1.0O0.000

b. Sekretaris/ staf pendukrng ULP OB 750.OOO

6. TOIIORARIT'U TIU PEI,ATSAITA trreIATAIY

6.1 TIT PADA SATUAIT ITER.TA PEITGEI,OU\
KtuAIrGAr DATRAH (SrPBDl

6.1.1 Tlm Angrren Pemetlntah Deenh (TAPDI

a. Pengaratr OB 2.500.ooo

b. Ketua OB 2.200.oo0

c. Wakil Kehra OB 2.000.000

d. Sekretaris OB 1.800.ooo

e. Wekil Sekreteris OB 1.500.ooo

f. Anggota Teloris OB 1.200.ooo

g. Anggota Pelaksana OB 750.000

h. Operator Komputer OB 400.ooo

6.t.2
Tlm PenSrusuoan Iaporan Keuangan
Pcnedttslr DaGrrh Kebulnten fusl
Rawac (LXPDI

a. Pengarah OB 2.500.oo0

b. Penanggung Jawab OB 2.OOO.OOO

c. Koodinator OB 1.800.ooo

d. Ketua OB 1.500.ooo

e. Waldl Ketua OB 1.300.ooo

f. Sekretaris OB 1.200.000

g. Anggota OB 800.ooo

h. Operator Komputer OB 400.ooo
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6.2 TIX PADA OPD/I'ITIT TER.'A

6.2.1 Iffi$*tePten dcngrn KePutusen

a. Pengaratr OB 1.500.u)o

b. Peoanggung Jawab OB 1.250.fix)

c. Koodinator OB r.100.000

d. Ketrra OB 1.OOO.(XX)

e. Wakil IGtua OB 850.fiX)

t. Sekretaris OB 750.flX)

g. Angota OB 600.(xx)

h. Operator Komputer OB 400.fix)

6.2.2 Yang dttctaplea dcoSoo Kcputusen
Fcngguae eagg3ran L

a- Penanggung Jawab oB/oK 700.u)o

b. Kettra oB/oK 650.O(x)

c. Wakit Ketua oBloK 600.(xx)

d. Seknetaris oB/oK 500.ooo

e. Anggota oB/oK 400.oq)

f. Olrcrator Komputer oB/oK 300.ooo

6.2.3
Tlm hn5rumnra Llrlph / Brhsn
Erpsran, Pld.to &a rcJcntrnye (D.L 7
hnrtl

a. Penanggung Jawab OH 150.000

b. Ketua OH 125.flX)

c. Seknetaris OH 100.ooo

d. nnggota OH 75.OOO

(6.2.4 Tln Pcn5zurunen BEh -
a. Penansggrig Jawab OK 700.000

b. I(ettra OK 600.ooo

c. Seknetaris OK 500.(xx)

d. Anggota OK 400.(x)o

20



f. EOI{ONAruI'U PEL/TTSAITA TEGIATAIf
PETTEI,ITIAI{

7.1 Kclcblhen Jan PcneHtlan/ Perckeyasaen

a. Peneliti/ Perekayasaan Utama OI 60.o00

b. Peneliti / Perekayasaan MadYa OJ 50.oo0

c. Peneliti / Perekayasaan Muda GI 40.ooo

d. Peneliti/ Perekayasaan Pertama o, 35.OOO

f.2 L
Honorarlum Fenuqfang
FcncHtlen/ FctclrYaraan

a. Pembantu Peneliti / Perekayasaan o., 25.O00

b. Koordinator Penelitian/Perekayasaan OB 420.OOO

c. Sekretariat Feneliti/ Perekayasaart OB 300.o00

d. Pengolah Data
lenelitian/P 1.500.ooo

e. Peflrgas SunreY
)rang
leeponden 8.OOO

f. Pembanttr Lapangart OH 80.ooo

O

a

!.t
EOrroRAruIrU TARAST UBER / PUBAEAS/ UODERATOR/PWEAW-A
acanA guurAR/RAroR/sosrALrgAsU DrsilIrAsr/FGD /rmrATAr
BBIEITE !

8.1 HOIIORARII'U TARAST'UBER

a. Pejabat Negara /Ptofl yang disetarakan OJ 1.700.o00

b. Pejabat Eselon I/S31 yang disetarakan OJ 1.400.000

c. Pejabat Eselon luszl yang disetarakan OJ l.OOO.OOO

d. Pejabat Eselon lll / y artg disetarakan o.r 900.ooo

e. Pejabat Eselon tV/ yang disetarakan GI 450.OOO

a.2 UODERATOR (dari dalam peranglat daerah) OK 300.o00

IODERATTOR (dari luar perangkat daerah) OK 700.ooo

8.3 PWBAIIA ACARA (dari ddam perangtrat
daerah)

OK 200.ooo

PWBAIIA ACTRA (dari luar perangt<at daerah) OK 400.000

E.4 ROEAI|IAWAT OK 2o,0.ooo

2t



). ,..

pArflTra SHIrIAR/DTrI AT/RATOR/SO8IArI8A8r/ DTSWITASI /rGD
/TEGIATAT SE'ETTXS L,

a. Penanggung Javrab OK 450.OOO

b. Kehra OK 400.o(x)

c. Seknetaris OK 300.ooo

d. Anggota OK 300.ooo

ffi TDGIATAI| PEXTI'IDITAIT
rrAr PET,aTIEAT prrLAO

* Honorarium Penceramah GIP r.fix).ux)

b. Honorarium Penga{ar yang berasal dari luar
Peranglat Daeratr Penyelenggara. O.JP 300.o00

c.
Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam
Perangf,at Daerah Perryelenggara. GJP 200.o003

3

to. " toIroRARrIrf ffi uJrAr/vArASr

ro-l TIIIG]trAT PETDIDITAT I'ASAR

a. Perrprsunan / Pembuat batran ujiart
\Iaskah
/pelaja
ran

150.OOO

b. Pengawas Ujian OH 240.OOO

c. Pemeriksa Hasil Ujiart
Sismra/
Mata
uji

5.q)o

10.2 TIITGTAT PEIIDIDITAT XEilEilGiAE -

a. PerrSrtrsunan / Pembuat bahan ujiart /pelaja r90.ooo

b. Pengawas Ujiart OH 270.OOO

c. Pemeriksa Hasil Ujian
Sismra/
Mata
uji

7.500

ro-3 TITGTAT PEITDIDITAIT TITGGI

4.. Perr5rusunan / Pembuat batran ujiart
traclra}

200.(xx)lpeleia
lAat

b. Pengawas Ujiart OH 300.ooo

c. Pemeriksa Hasil Ujian
Sisra/
Mata lo.oo0

')',



I 1. EOITORARIT'X PEITTI'LI'E TOII PEGAUAI
PHERIITTAE I'EIICAIT PER.'AI1'IAT BERIA I

a. SLTA OB 2.100.fix)

b. Ahti Madya (D3) OB 2.400.(no

c. Sarjana Strata I (Sl) OB 2.600.ofi)

d. Sarjana Strata 2ls2l OB 2.800.fix)

O

o

12. - EOIIORARIT'T JASA PEIAYATAIT PERAIIGtrAT
DAERAE .

t',^l Fctu8rs lfcberthen/ Pram,ubsttt OB 2.t20.ow

aq, q SrtFn(Srtura p3ngernenenl/ncqhgr falen OB 2.t20.ooo

laa Atudrn

a- Ajudan Btrpati OB 3.600.ooo

b. Ajudan Ketua DPRD OB 3.500.ux)

c. Ajudan Wakil Bupati OB 3.1oo.000

d. Ajudan Wakil Kehra DPRD OB 2.700.ooo

e. Aju&n Sekda OB 2-700.fix)

12.4 Soptr (Drfvcrf i

a- Sopir (Ekiver) Bupati OB 2.900.ooo

b. Sopir (Driver) Ketua DPRD OB 2.800.000

c. Sopir (Driver) Wakil Bupati OB 2.700.ooo

d. Sopir (Driver) Wakil Kehra DPRD OB 2.600.fix)

e. Sopir (Driver) Sekda OB 2.500.ooo

f. Sopir Pejabat Stnrfrhrrd Pimpinan OPD dan Asistetr'
Sekda

OB 2.fin.(xx)

g. Sopir Mobil Sampah OB 1.500.qx)

h. Sopir Mobil Pe,madam Kebakaran OB r.500.000

1. Sopir Mobil Ambulance OB 1.500.qx)

j. Sopir Mobil lGr5rawan OB r.500.000

k. Soeir Opera"*onat OB r.500.ooo
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13.
JASA TEITAGA rEn. A SIrrAnErA |rf,s|/rBstr,
(Jera Teaagr fcda/Tcaap Lelanyef \

a- Sarjana Strata t (SU OB 750.fiX)

b. Ahli Madya [D3) OB 600.ooo

c. SI.,TA OB 500.ooo

14., sAfl'AII UATG f,ATAII .

a. IdanU
OH

28.OOO

b. Golongan Itr
OH

32.OOO

c. Golongan [V
OH

37.OOO

3

3

15. , SAfl'AIT UAIIC I,EBT'R DAIT IATAII I.WBI'R .

15.1 UAITG LE,[BI'R .

a. JasaTenaga Kerja/Tenaga Lainnya (Non PNS) G.I 10.ofr)

b. Golongan I OI 13.000

c. Golongan II GJ 17.OOO

d. Golongan Itr o, 20.ou)

e. Golongan [V OI 25.O(X)

[5.2 UATG IATAIT I,ilBT'R

a.
P![S dan JasaTenaga Kda/Tenaga Lainnya (Non
PNS)

OH 32.OOO

16.
eA'Ilrlf il Yl SEUI I(nfDAPAAil luntnl mhlrlarcrr
hcglete! tnrtdcaUtl

a. Kendaraan Roda 4
Unit/
Hari

700.fix)

b. Kendaraan Roda 6 /Bus sedang
Unit/
Hari 1.900.ux)

c. Kendaraan Roda 6 /Bus besar
Unit/
Hari 3.700.ooo

17. "
BIAYA SEIA /C/rRfERAlt AII6ITTAII DARAT IEITSITB
PB'ABAT PER, EAru

a- Mobil untuk setinglat Pejabat Negara
Unit/
Hari r.500.ooo

b. Mobil untuk setinglat Pejabat Daerah
Unit/
Hari

700.ooo
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e

3

BIAYA BAEAII BATAR f,IITYAT

a. BBM Kendaraan Dinas Bupati (Roda 4)/Non Subsidi .frlunttl
{r/ Kerja

35

b. BBM Kendaraan Dinas Wakil Bupati (Roda 4)/Non
Subsidi

.,xluntl
ilr/ I{erja

30

c.
BBM Kendaraan Dinas Kehra/Wakil Kehra DPRD
(Roda 4)/Non Subsidi

hrlUaitl
l*/ Xe$.L

25

d.
BBM Kendaraan Dinas Pendukung Bupati/Wakil
Bupati (Fatual} (Roda 4)/Non Subsidi

-rrlUoitl
:lrlKrrja

25

e.
BBM Kendaraan Dinas Seloetaris Daeratr (Roda
4)/Non Subsidi

L,rluainl
tlr/ Kerja

23

f. BBM Kendaraan Dinas Bselon tI (Roda 4)/Non
Subsidi

.frlUoifi.l
lrl Wa

15

g. BBM Kendaraan Dinas Eselon III (Roda 4)/Non
Subsidi

,,rluEifr.l
Ir/ Kcria

10

h. BBM Kendaraan Dinas Operasional (Roda 4)/Non
Subsidi

frlvnftl
Irl Kcrja

10

l. BBM Kendaraan Dinas Operasional (Roda 3)/Non
Subsidi

.frlUair.l
Irl Iferja

3

j. BBM Khusus PoI PP dan Distrub Roda /Non Subidi .ffluonrl
llr/ I(ceja

15

k. BBM Kendaraan Truk/Drump Truck /Norr Subsidi .filrJnitl
frl Kctja

20

l. BBM l0rusus Angkutan Pegawai (Btrs Besar)/ Solar IrlUoit/
frl lferja

60

m. BBM Ktrusnrs Angkutan Pegawai (Bus Englel)/ Solar .frlUoitl
lrl rqja 35

n. BBM Kendaraan Dinas Roda 2/Non Subsidi .trlVuirt.l
{r/ lGrja

3

19:

SATUAIT EARGA KOXISI'USI TATAITAIT DIIT STTACT
AGTRA/ EEGIATAII IB.APDIT IPETATIEAT/DilI|TET DAII
SEJEXTHT.rA i

le-l
IATAII DAII SIIACK
ETSEMTTIT/ACTRA/TreIATAIT/RAPAT/PE.ATT
EAIr/ElIfrEr rrAr SE TEITHUYA

a. Mekanr Eksekutif/ Ktrusus hrsi 70.ooo

b. Snack Eksekutif hket 200.ooo

re^2
IATAIT DAIT SIIACT
T'fI'f /AGTRA/reGIATAT/RAPAT/ PEXATIEAX
DAX SB'EIIENTTA

a. Makan Praamanan (lrcgiatan/ acara) PorEi 50.oq)

b. Makan biasa/umum lrapat
Kotak/

Bungkus
40.ooo

c. Snach biasa/ umum I rapat Kotak 20.fix)
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Nt., Bleye Adolntrtnst fcglete! L

a. Pagu Kegiatan s.d Rp. I Milyar
I thhun
!r-
Ggiatm

Maksimal4
Yo dari pagu
kegiatarr

b. Nitai Pagu Kegiatan diatas Rp. I Milyar s.d
Rp. 2,5 Milyar

I Tahun
fer-
teglatan

60.ooo.ooo

c.
Nilai Pagu Kegiatan diatas Rp. 2,5 Milyar s.d
Rp. 5 Milyar

I Tahun
tr-
(egieteo

80.ooo.ooo

d. Nilai Pagu Kegiatan diatas Rp. 5 Milyar
t Tabun
tr-
Cgiatan

roo.ooo.oq

3

a

21. u saruAr BIAYA DIKAT PItPrtAr/stRrrrrUnAL L

a- Diklat Pimpinan Tk. tr IM/
/lngl.atm 30.26r.OOO

b. DiHat Pimpinan Tk. m PGGre/

AndEh
22.125.OOO

c. Diklat Pimpinan Tk. w hocrta/ 20.230.OOO

SATUAIT EAYA PRA'ABATAT

a. Golongan I dan II Itsta/
/rryhrm 4.470.ON

b. Golongan Itr hst /
Andorgn

s.545.000

BUPATI M

GUNAWAN

26



I.AMPIRAN TI PERATURAT{ BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR A TAHUN 2OI7
TEIVTANG STANDAR BIAYA TAHUN
ANGGARAN 2OIE

PTNJTI.ASAIS I"ATPTRAIS I
SIArI'AR BIAYA TAIII'T 2018

IIOITORARITIU PEITGEIOUTAT KTUAITGAIT .

1.1 EOtrtORAnII'[ PEIMIIGGIIIIG JAYAB PEXTGEI'OIAAI TEI'AtrIGAT

PADA SATITAT BER.IA PErGEI.OLA BtIrArGAr DAERAE (SrPBLl

(a) Bendatrara Umum Daerah

Satrran Honorarium ini diberikan kepada Bendahara Umurt
Daerah yang ditetapkan dengan Kepuhrsan Bupati yang

memprrnyai trrgas melaksanakan pengelolaan APBD Tahtrrt

Anggaran 2018.

(b) Kuasa Bendahara Umum Daeratr

Satrran Honorarium ini diberikan kepada Kuasa Bendatrara

umum Daeratr yang ditetapkan dengan Keputtrsan Bupati

yang mempunyai trrgas membantu Bendatrara umum Daerah

melaksanakan pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2018.

(c) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaart

Keuagan Daerah (SKPKD)

satuan Honorarium ini diberikan kepada Pejabat

Penatausatraal Keuangan SKPKD yang ditetapkan oleh

Kepala SKPKD yang mempunyai tugas meld<sanakart

pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2018'

(d) Bendahara Pengeluaran SKPKD

Satuan Honorarium
Pengeluaran SKPKD
Bupati.

(e) Pembantu Bendahara Pengelua-ran SKPKD

Satual Honorarium ini diberikan kepada Pembanhr

Bendahara Pengeluaran SKPKD yang ditetapkan dengan

Keputrrsan kePala SKPKD.

ini diberikan kePada Bendahara
yang ditetapkan dengan Kepuhrsan
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t.2 EOITORARIT'U PEilAITGGI'ITG JAITAB PEITGTIOI'AAT TTUAITGAIT PADA

OP!'/III{IT XER.IA

1.2.1 PerAaAT PElYGGrrrrA AIIGGARAIT (PAl

(a)KepalaPerangkatDaerahselakrrPENGGUNAANGGARAN
(PA) menetaPkan sebagai berikut:
1. Pejabat Pembuat Komitmen'
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan'

3. Staf Pengelola Keuangan'

(bf satuan Honorarium ini diberikan kepada kepala oPD/Unit

Kerja mempakan pejabat pemegang kewenangan sebagai

pengguna anggaran/pengguna barang dalam

melaksanakan tugas pokok oPD/unit Kerja yang

dipimpinnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

(c)BesaranHonorariumdiberikankepadaPengguna
Anggaran berdasarkan Nilai Pagu Dana yang dikelola dari

total anggara:n reLda OPD/Unit Kerja'

pengguna Anggaran dapat menunjuk sekretaris/Kepala

eagiantlGpala Bidarg/lGpala UPTD sebagai Ktrasa

Pengguna Anggaran (KPA) dengan mempertimbangkan

efisiensi dan efektifitas penggunaan dana pada sKPD/Unit

Kerja.

Dalam kondisi tertentu PA bertindak sebagai Pejabat
pembuat Komitmen dapat merang!<ap Jabatan sebagai

PPK pada OPD/Unit Kerja yang dipimpinnya, dimana jika

tidak dilakukan perangl<apn ah<aJrt menggangU kelancanan

pelaksanaan anggaran belanja dari oPD/unit Kerja yang

bersangkutan, misalnya keterbatasan jumlah dan/atas

lmalitas sumber daya manusia yang belum memadai maka

honorarium yang diberikan hanya untuk I (satu) Jabatan

saja sebagai PA atau PPK.

I.2.2 PF.'ABAT XUASA PETGGInTA AXGGARAT

(a) satuan Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna

Anggaran[KPA)unhrkmelaksanakansebagian
kewewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan

tugasdarrfurrgsioPD/UnitKerjayarrgdituniukoleh
Kepala oPD/Unit Kerja selalnr Pengguna Anggaran dan

ditetaPkan oleh BuPati.

(b) Besaran Honorarium diberikan kepada Kuasa Pengguna

Anggaran berdasarkan Nilai Pagu yang dikelola dari total

anggaran pada masing-masing OPD/Unit Kerja'

(d)

(e)

g
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(c) Dalam kondisi tertentu KPA bertindak sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen dapat merangkap Jabatan sebagai

PPK pada oPD/unit Kerja, dimarta jika tidak dilakukan
perangkapan akan menggangu kelancaran pelaksanaan

anggaran belanja pada oPD/Unit Kerja bersangkutan,

misalnya keterbatasan jumlah dan/atau kualitas sumber

daya manusia yang belum memadai maka honorarium

diberikan hanya untuk I (satu) Jabatan saja sebagai KPA

atau PPK.

I.2.9 PEi'ABAT PETBUAT KOuITUET

Satuan Honorarium ini diberikan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen yang diberikan wewenalrg oleh PA dalam

kondisi tertentu dapat merangkap sebagai KPA. (Pasal 9

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahrrn 2013)'

Dalam hal kondisi dimana pegawai yang memenuhi syarat

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai dengan

Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak

terdapat pada oPD/Unit Kerja dalam rangka pengadaan

barang/jasa maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

anggaran/Pejabat yang ditunjuk langsung bertindak

sebagai PPK OPD /Vttlt Kerja sesuai Peraturan Penrndang-

undangan dibidang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.

(pasat 10A dan 11 ayat (5) Permendagri 21 Tahun 2o11).

Besaran Honorarium diberikan kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (PPK) berdasarkan Nilai Pagu yang dikelola dari

total angganan Belanja I"angsung.

(d) Dalam hal PA/KPA bertindak sebagai PPK maka

honorarium diberikan harrya rrntrek t (satu) Jabatan saja

sebagai PPK/PA/KPA.

t.2.4 PATABAT PEI|ATAUSATTAATT KtuArGAr (PPKI

satuan Honorarium ini diberikan kepada Pejabat

Penatausahaan Keuangan (PPIO OPD/Unit Kerja untuk
melaksanakan fungsi penatausahaan yang ditetapkart

dengan Keputusan Kepala OPD / Unit Keqa'

pejabat Penatausatraan keuangan tidak boleh merangkap

sebagai pejabat yang bertugas melalrukan pemungutart

p.t "ti*rrt daerah, bendahara, dan/atau Pejabat
pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan staf Pengelola

Kegiatan.

Besaran Honorarirrm diberikan kepada Pejabat
penatausahaan Keuangan (PPK) berdasarkan Nilai Pagu

yang dikelola dari total anggaran pada oPD/Unit Kerja.

(a)

(b)

3

(c)

3

(a)

(b)

(c)
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I.2.5 BEIIDAHARA PETGELUARAT

(a) Satuan Honorarium ini diberikan kepada I (satu) Orang
Bendahara Pengeluaran yang dihrnjuk oleh Kepda
OPD/Unit Kerja selaku Pengguna Anggaran dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(b) Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatusahakan dan
mempertanggungiawabkan uang unhrk keperluan belartja
daerah pada OPD/Unit Kerja. (Permendagri No. 13 tahun
2006l.

(c) Besaran Honorarium diberikan kepada Bendaha-ra

Pengeluaran berdasarkan Nilai Pagu yang dikelola dari
total anggaran pada masing-masing OPD/Unit Kerja.

t.2.6 BTITDAHARA PETGELUARAT| PF,UBAII',TU/PtfBArn
BEITDATTARA ITHUSUS IrrTIrK SIIPD YAilG ArrA IrPAI

(a) Satuan Honorarium yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang ditunjuk oleh Kepala
OPD/Unit Kerja setaktr Pengguna Anggaran yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(b) satuan Honorarium yang diberikan kepada Pembantu
Bendatrara yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala
OPD/Unit Kerja selalm Pengguna Anggaran.

(c) Bendahara Pengeluaran Pembanhr/Pembanhr Bendahara
mempunyai tugas membanhr bendahara pengeluaran
OPD/Unit Keqa untuk keperluan belanja daerah pada
masing-masing OPD/ Unit Kerja.

(d) Besaran Honorarir,rm diberikan kepada B,endatrara
Pengeluaran Pembantu/Pembanhr Bendahara
berdasarkan Nilai Pagu yang dikelola dari total anggaran
Belanja Langsung pada masing-masing OPD/Unit Kerja.

I.2.7 BEITDAIIARA PEilERIUAAIT

(a) Sattran Honorarium ini diberikan kepada I (satu) Orang
Bendahara Penerimaan yang ditunjuk oleh Kepala
OPD/Unit Keda selaku Pengguna Anggaran dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(b) Bendatrara Penerimaan mempunyai hrgas menerisra'
menyimpan, menyetorkan, menatrrsahakan dan
mempertanggungiawabkan uang pendapatan asli daeratr
pada masing-masing OPD/Unit Kerja (Permendagri No 55
tahun 2OO8).

(c) Besaran Honorarium diberikan kepada Bendahara
Penerimaan berdasarkan Nilai Pagu yang dikelola dari
total pendapatan pada masing-masing OPD/Unit Kerja-



L.2.E

L.2.9

SIAT PEITGELOI"A KTUAI|GAIT

(a) Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan pada

oPD /Unit Kerja, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

memiliki staf pengelola keuangan maksimal 2 (dua)

orang yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan

Kepala OPD/Unit Kerja.

(b) Besaran Honorarium diberikan kepada staf pengelola

keuangan berdasarkan Nilai Pagq yang dikelola dari total

anggaran Pada OPD/Unit Keda.

(c) Staf pengelola keuangan tidak boleh meranglap sebagAi

pejabat yang berhrgas melakukan pemungutan

penerinraan daerah, bendahara, dan/atau Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan staf Pengelol,a

Kegiatan.

BEIYDAIIARA GA'I SKPD ( JI'RU BAYAR GA'I I

(a) satuan Honorarium ini diberikan kepada 1 (satu) orang

BendatraraG4i(iurubayargajl)yangdihrnjukdan
ditetapkan oleh Kepala oPD/unit Kerja selalm Pengguna

Anggaran.

(b) Besaran Honorarium diberikan kepada Bendahara Gaji

fuIL bayar gaji) berdasarkan Pagu Belanja Pegawai dari
g.l""j" Tidak Langsung pada masing-masing oPD/unit
Kerja.

o

3

I.2.1O PETGEIOI.A BARATG IILIK DAERAII

(a) Bupati menetapkan Penanggung Jawab Pengelolaan

Barang Milik Daerah sebagai berikut :

1. Pengelola Barang Milik Daerab'
2. Pembantu Pengelola Barang MiUk Daerah'

3. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang'

d. Pembantu Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

(b) Kepala OPD/Unit Kerja selaku Pengguna Barang

menunjuk dan menetapkan Penyimpan dan Pengurus

Barang,penyimparrdanpengurusbararrgUPB/UPTD
(Pengrrnrsbararrgpembantr'r}padamasing.masing
OPD/Unit Kerja Yang diPimPinnYa'

(c) Honorarium diberikan kepada Pengelola Baxang Milik
Daeratr setiap bulan dengan ketenttran sebagai beriktrt:

l.PenggunaBarangselaktrPenggunaAnggaranhanya
mendapa.tkan salah sahr honorarium'

2. OPD/Unit Kerja tidak diperkenankan menganggarkan

honorarium penyimpan dan pengums barang'

3. Honorarium penyimpan dan pengums barang untuk
selumh oPD/unit Kerja di Ihbupaten Musi Rawas

dianggarkan melalui Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah l(abupaten Musi Rawas'
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(d) Jumlah penyimpan dan pengurus barang maksimal 1

(satu) orang pada setiap OPD/Unit Kerja.

{e) Jumlah Penyimpan dan Pengums Barang UPB/UPTD
Pengurus Barang Pembantu maksimal 1 (sattr) orang
pada tingkat Kuasa Pengguna Barang-

1.2.11 Untt Akuntansl

(a) Kepala OPD/Unit Kerja dapat menunjuk dan menetapkan
PNS/Non PNS sebagai Pengelola Unit Akuntansi dengan

tugas dan tanggungiawab mengelola Sistem Akuntansi
Keuangan dan Sistem Barang Milik Daerah yang diberi
tugas melakukan pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi

keuangan dan realisasi keuangan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas pada SKPKD, baik yang dikelola secara

prosedur manual maupun terkomputerisasi.

t.2.12 (a)

Honorarium diberikan setiap bululannya kepada unit
akuntansi SKPKD dengan ketentuan unit akuntansi
SKPKD tidak boleh merangkap tugas dan fungsi sebagai

penanggungiawab pengel,olaan keuangan.

Honorarium diberikan setiap bulannya kepada unit
akuntansi OPD/Unit Kerja dengan ketentrran unit
akuntansi tidak boleh merangkap tugas dan fungsi
sebagai penanggungiawab pengelolaan keuangan-

Pada kondisi tertentu unit akuntansi OPD/Unit Kerja

bertindak sebagai anggota dalam penanggungiawab
pengelolaan keuangan maka honorarium diberikarr
hanya untuk I (satu) jabatan saja selaku anggota unit
akuntansi atau pengelolaan keuangan-

Dalam hal Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas sudah mendapatkan Tlrnjangan
Kinerja atau Tambahan Penghasilan setiap bulan, maka
tidak diperkenankan menerima honorarium
penanggungiawab pengelolaan Keuangan, Pengelola

Barang Milik Daerah dan unit Akuntansi.

(b)

(b)

1.2.13

2. PEIYGTLOT,A SISTTU IiltrlOR[ASI UAIYA"'TUTil KEUATVGAT DAERAII.

2.1 Pengelola Slstem lafornasf UaDqfGmG! Keuangan/Bareng
Dacnh SIUDA ISKPITDI

(a) Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan Sistem
Informasi Keuangan Daerah untuk mendapatkan laporan

keuangan daerah yang akurat, relevan, tepat wakttt, dan dapat
dipertanggungiawabkan, maka SKPKD membentuk Pengelola

Sistem Informasi Manajemen Keuangan /Barang Daerah
(SIMDA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati'
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3

(b) Pengelola sistem Informasi Man4iemen Keuangan Daerah

(SIMDA) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daeratr

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai koordinator

dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaart

barang daerah di Kabupaten Musi Rawas'

(c) Sistem Administrator, Administrator Jaringan, Helpdesk dan'
Operator pengelola SIMDA untqk Non PNS ditetapkan dengan

Keputusan Bupati dan dianggarkan pada kode rekening

Belanja Barang dan Jasa pada Jasa tenaga Kerja/Tenaga

Lainnya.

2.2 *cngeloh Strten Infornast farqfonen Kcuanpn Itacreh
SIilDA (sctrGt rfrt Decrahl L

(a) Unhrk mendulmng penyelenggaraan sistem informasi

keualgal daeratr pada Sekretariat Daeratr Kabupaten Musi

Rawas sebagai Pelaksana Sistem Informasi Malajemen
Keuangan Daeratr (SIMDA) dapat menunjuk pengelola sistem

database administrator, admin aplikasi dan operator simda
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala oPD/unit Kerja.

(b) Operator pengelola simda Non PNS dianggarkan pada kode

rekening Belanja Barang dan Jasa pada Jasa tenaga

Kerja/Tenaga LainnYa.

2.3' Pengelotra Strtem laformesf Ulnercacn Keueogn Decreh

SrfDA loPDl -

(a) Untuk mendukung penyelenggaraan sistem informasi
keuangan daerah pada OPD/Unit Kerja sebagai Pelaksana

Sistem Inforrrasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) pada

masing-masing oPD/unit Kerja dapat menunjuk 1 (sahr) orang

tenaga Admin dan maksimal 2 (dua) orang operator simda (PNS

atau Non PNS) yang ditetapkan dengan Keputtrsan Kepala

OPD/Unit Kerja.

(b) Operator pengelola simda Non PNS dianggarkan pada kode

rekening Belanja Barang dan Jasa pada Jasa tenaga

Kerja/Tenaga LainnYa.

2.4 Fengslolr Sbtom ApltLesl (OPDI

(a) Unhrk mendukung penyelenggaraan sistem aplikasi lainnya
pada oPD/Unit Kerja sebagai pel,aksana sistem pengelola

aplikasi di masing-masing OPD/Unit Kerja dapat menunjuk 1

(sag1r) orang tenaga pengelola database administrator, 1 (satu)

orang admin aplikasi dan untuk operator (PNS/Non PNS)

disesuaikan dengan kebuhrhan dan ditetapkan dengan

Kepuhrsan Kepala OPD/Unit Kerja.

|9
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(b) operator pengelola sistem aplikasi Non PNS dianggarkan pada
kode rekening Belanja Barang dan Jasa pada Jasa tenaga
Keqa/Tenaga Lainnya.

Fengelola Webslte

(a) Honorarium tim pengelol,a website dapat diberikan kepada
Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas untuk mengelola website
tingkat Ihbupaten yang ditetapkan dengan berdasarkan surat
keputusan Bupati.

(b) Operator pengelola website Non PNS dianggarkan pada kode
rekening Belanja Barang dan Jasa pada Jasa tenaga
Keqa/Tenaga Lainnya.

Honorarium dapat diberilen setiap bulan pada Pengelola sistem
Informasi Manqiemen Keuangan Daerah (SIMDA) SKptr(D,
pengelola SIMDA pada Sekretariat Daerah, pengelola Simda pada
OPD/Untt Keqa, pengelola sistem aplikasi OPD/Untt Keqa dan
pengelola Website.

3. PETIGELOLA/PEIATSAXA rtcIATAr
Honorarium ini diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa
keberadaan PNSD dan Non PNS dalam kegiatan benar-benar
memiliki peranan kontribusi nyata terhadap efektifitas
petaksanaan kegiatan.

3.1 Pengclola Keglrtra (PPTI(|

(a) Kepala OPD/Unit Kerja menunjuk dan menetapkan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Penunjukan PPTK berdasarkan pertimbangan kompentensi
jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan
pertimbangan objektif Tainny a.

PPTK yang dihmjuk oleh PA/KPA bertangungiawab atas
pel.aksanaan hrgasnya kepada PA/ KPA.

PPTK mempunyai tugas mencanglmp :

I. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;

3. menyiapkan dolmmen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dibanhr oleh staf
kegiatan PNS/Jasa Tenaga Kerja Tenaga Lainnya dengan
ketentrran sebagai berilnrt:
1. Nilai pagu dana diatas Rp. 5O.OOO.OOO,- sampai

dengan Rp. 2OO.OOO.OOO,- dibanhr oleh I (satu) orang staf
kegiatan.

(b)

(c)

(d)

(e)
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2. Nilai pagu dana diatas Rp. 2OO.OOO.OO0,- sampai
dengan Rp. 1.OOO.OOO.OO0,- dibantu maksimum oleh 2 (dua)

orang staf kegiatan.

3. Nilai pagu dana diatas Rp. I.OOO.OOO.OOO,- dibantu
maksimun oleh 3 (tiga) orang staf kegiatan.

(0 PPTK kegiatan diberikan honorarium berdasarkan besaran
pagu yang dikelola pada DPA-Perangkat Daerah/DPPA-
Perangkat Daerah kegiatan yang bersanglmtan dalam
pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan
kebuhrhan dan walrhr pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud maksimum
dianggarkan 11 bulan.

(g) PPTK dan Staf PPTK dengan pagu dana sampai dengart
Rp. 5O.OOO.OOO,- tidak diberikan honoraritrm.

(h) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Ifubupaten Musi Rawas sudah mendapatkan Tunjangan Kinerja
atau Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil setiap
bulannya, maka tidak diperkenankan meredisasikan
honorarium PPTK.

3.2 StdFengoloh Kcglrt.en (P"TKI

(a) Kepala OPD/Unit Kerja menur{uk dan menetapkan Staf
Pelaksana Kegiatan.

(b) Satuan honorarium diberikan kepada PNS/Non PNS (Jasa
Tenaga Kerja Tenaga Lainnya) sebagai staf PPTK yan terdiri dari
staf pengelola administrsi kegiatan, pehrgas lapangan dan
petugas teknis lainnnya.

(c) Staf pelaksana kegiatan diberikan honorarium berdasarkan
besaran pagu yang dikelola pada DPA-Perangkat Daerah/DPPA-
Perangkat Daerah kegiatan yang bersangkutan ddam
pencapa.ian sesaren program dan kegpatant sesuai dengan
kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinerja kegiatan dimaksud maksimum
dianggarkan 11 bulan.

(d) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil di linglungan Pemerintah
I(abupaten Musi Rawas sudah mendapatkan Tunjangan Kineda
atau Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil setiap bulan,
maka tidak diperkenankan merealisasikan honorarium Staf
prelaksana kegiatan.

(e) Staf Pelaksana Kegiatan Non PNS diangarkan pada kode
rekening Belanja Barang dan Jasa pada Jasa tenaga
Kerja/ Tena ga l.ainnya.
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4. PE ABAT/PAITITIA PEI|GADAAI| BARATG/JASA

4.1 Fe$bst Pcry3dran Banng/Jar*

(a) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada
pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna AnSSarart

(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (I(PA) sebagai Pejabat
pengadaan Baralg/Jasa unhrk melaksanakan pemilihan

p"rry"ai" barang/jasa melalui penunjukkan langsr:ng/

pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(b) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dibayarkan sesuai

dengas kebutuhal dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam

rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

4.zPrnrtlgPcngrdaenBa,r[td.nLctompolhcd3unltlayenrn
pcngedrsn ltontmtrtf
(a) Honorarium Panitia Pengadaan Barang diberikan kepada

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggarart

(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (I(I,A) sebagai Panitia Pengadaan

Barang (kontmksi) untuk melaksanakan pemilihan penyedia

barang melalui penunjukkan langsung/ pengadaan langsung

sesuai dengan ketenhran yaurtg berlaku'

(b) Honorarium Panitia Pengadaan Barang (kontruksi) dibayarkan

sesuai dengan kebutuhan dan waktr pelakeanaan kegiatart

dalam rangt<a mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

(c) Panitia Pengadaan Barang (kontruksi) ddam pelalrsanaan

kegiatan diberikan honorarium dengan satuan Orang Paket (OP).

4.3 Panltrlr Pcry3dmn Blrary drn Lolompol bdr unlt feyanrn
pcngpdren Inon bntnllr[
(a) Honorarium Panitia Pengadaan Barang diberikan kepada

PegawaiNegeriSipilyangdiang[atolehPenggunaAnggaran
(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (I(I)A) sebagai Panitia Pengadaart

Barang (non kontmksi) unhrk melaksanakan pemilihan penyedia

barant mehlui penunjulkan langsung/ pengadaan langsung

sesuai dengan ketenhran yang berlalru'

(b) Honorarium Panitia Pengadaan Barang (non kontnrksi)

dibayarkan sesuai dengan kebuhrhan dan waktu pelaksanaart

tegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan

dimaksud.

(c) Panitia Pengadaan Barang (non kontmksi) dalam pelaksanaart

kegiatal diberikan honorarium dengan satrran Orang Paket (OP).

o
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p.ddr Pc[8rdren Jen dn'r lclonpol bde untt layrnrn
pcagndren (aon Lontmlr$

(a) Honorarium Panitia Pengadaan Jasa diberikan kepada Pegawai

Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa

Pengguna Anggaran (I(P$ sebagai Parritia Pengadaan Jasa (non

kontmksi) ,rrt rt melaksanakan pemilihan penyedia barang

melalui penunjukkan langsung/ pengadaan langsung sesuai

dengan ketentuan Yang berlalru'

(b) Honorarium Panitia Pengadaan Jasa (non kontmksi) dibayarkan

sesuai dengan kebuttrtran dan waktu pelat<sanaan kegiatart

dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud'

(c) Panitia Pengadaan Jasa (non kontnlksi) dalam pelaksanaart

kegiatan aiUerif<an honorarium dengan satgan Orang Paket (OP)'

DcJ.bst/P.rldl Pcncrloe Hrdl FGbdee!

(a) Kepala oPD/unit Kerja menunjuk dan menetapkan pejabat

penerima hasil pekerjaal pengadaan Barang/Jasa dan Panitia

penerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/Jasa yang berhrgas

memeriksa dan menerima hasil pekerjaan disediakan oleh

penyedia melalui penunjukkan langsung/pengadaan langsung

sesuai dengan ketentuan yang berlaku'

(b) Kepada pejabat penerima hasil pekerjaan pengadaan

Barang/Jasa dalam pelaksanaal kegiatan diberikan honoraritrm

dengan satuan Orang Bulan (OB).

(c) Panitia penerima hasil pekerjaan diberikan honorarium dengan

sahran Orang Paket (OP) pekerjaan pengadaan sesuai dengart

nilai pagu Pekerjaan Pengadaan.

Unlt Iryrnrn Pcagd..n FILPI

(a) Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri siPil berdasarkan

surat kepuhrsan pejabat yang berwenang diberi hrgas tambahart

sebagai peranglrat Pada ULP.

(b) ULP adatatr unit yang stnrkhrr organisasinya dilekatkan pada

unit organisasi Yang sudah ada.

(c) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa datam ULP dilakukan oleh

Kelompok Kerja.

(e) Honorarium unit l,ayanas ULP dibayarkan sesuai dengal

kebuhrhan dan wakttr pelaksanaan kegiatan dalam rangka

rnencapai target kineda kegiatan dimaksud'

o
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6. Tlm Pclelnne rcgtrtrn

6.1 Tln Pcda SIfPfD

Kepala SKPKD dapat membentuk Tim Pelahsana Kegiatan

terdiri dari PNS dan Non PNS yang, diberitian hlgas unhrk

melaksanat<an kegiatan yanS ditetapkan dengan Keputtrsan Bupati

sebagai berikut:

(a) Tim Ktrusus yang dibenhrk unhrk melaksanakan tugas

dan tanggungiawab-fungsi Pemerintah Daeratr yaihr Tim pada

SKpKD r"t"r" lain fim Anggaran Pemerintatr Daeratr ffAPD),

Tim pengelola sistem Informasi Keuangan Daeratr (SIMDA), Tim

Laporas Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi

Rawas (LKPD), Tim Pengelolaan Aset Daerah dan Tim Teknis

Pengelolaan Keuangan LainnYa;

(b) Tim Khusus sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas addah tim

yang dibenhrk untuk melahsanakan hrgas dan tanggungiawab

yad memerlukan koordinaei dengan beberapa OPD/Unit Kerja

aiU"E*.gan Pemerintah l(abupaten Musi Rawas yang keluaran

t^rp"g 5itas dan terukur, bersifat temporer, selektif, efektif,

da1 efisien serta perangkapan fungsi atau hrgas tertenhr

disamping hrgas pokoknya sehari-hari ;

(c) Honorarium Tim Pelatrsana kegiatan yarlS dibayarkan sesuai

dengal kebuhrhal dan walrtu pelaksanaan kegiatan dalart
rang|<amencapaitargetkinerjakegiatandimaksud.

(d) Tim pelaksana kegiatan Non PNS dianggarkan pada kode

rekening Belanja Barang dan Jasa pada Jasa tenaga

Kerja/Tenaga LainnYa.

(e) pNS/CPNS dilinglmngan Pemerintatr l(abupaten Musi Rawas

dalam hal sudatr menerima ttrnjangan kinerja dan tambahart

pengtrasilan maka tidak mendapatkan laSi honorarium tim
pelaksana kegiatan kecudi honorarium Tim Khusus yang

dibenhrk unhrk melahsanakan tugas dan tanggungiaqrab

fungsi pemerintatr Daeratr yang melibatlan beberapa OPD/Unit

Ketja, honorarium yang bersumber dari dana APBD Pnovinsi'

APBN, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Barrttran

Operasional Sekolah, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa,
pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekedaan, narasumber dan

honoraripm teknis lainnya yang dianggarkan melalui OPD lain

di Linglrungan Ihbupaten Musi Rawas'

o
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6.2 TIB Prds OPD/Unlt lfcrte

(a)KepalaoPD/UnitKerjadapatmembenhrkTimPelaksana
Kegiatan t€rdiri dafi PNS dan Non Pegawai yang diberikan hrgas

unttrk melaksanakan program dan kegiatan aSar keluarart

lou@utt jelras/terukrrr, bersifat temtrrcrer, selektif, efektif, dart

efisienserta.perarrgkaparrfungsiatauhrgastertenhrPNS
disampingt,g""pototnyasehari-hariyangditetapkanoleh
Bupati dal atau ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)'

(b)HonorariumTimPelalrsarrakegiatarryangdibayarkarrsesuai
dengan kebutuhan dan walrtu pelaksanaan kegiatan dalam

rangkamencapaitsrgetkinerjakegiatarrdimalcsud.

(c) PNS/CPNS dilinglnnngan Pemerintatr Kabupaten Musi Rawas

ripabila sudah menerima hrnjangan kinerja dan tambahart

penglrasilarrmakatidakmendapatkarrtashonorariumtim
pelaksana kegiatan yang dianggarkan melalui oPD/Unit Kerja

yang uersangl$tan keiuali honorarium Tim Teknis dalam

pelalcsanaannla melibatkan beberapa OPD/Unit Kerja dalam

melaksarrakantugasdarrtanggungiawabfungsiPemerintatt
Daerah, honorarium yang bersumber dari dana APBD Provinsi'

APBN,Badarrl,ayarranUmumDaeratr(BLUD),Bantuarr
operasionalsekolah,PejabatPengadaanBarang/Jasa,
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, narasumber dart

honorarium teknis lainnya yang dianggarkan melalui oPD/Unit

Kerja lain di Lingtrungan Kabupaten Musi Rawas'

(d) Tim pelaksana kegiatan Non PNS dianggarkan pada kode

rekeningBelarrjaBararrgdarrJasapadaJasatenaga
Keda/Tenaga LainnYa'

(6.2.9 Tln PcnSruruarn uelrreh/B3hln neperen' Ptdrto drn

rcJcnirnYr
(a)KepalaoPD/UnitKerjadapatmembentukTimFen5rusunarr

Mat<atah/Batran Paparan, Pidato dan Sejenisnya terdiri dari PNS

dan Non PNS yang diberikan tugas untuk menJrusun

malcalah/bahan papararl, pidato dan sejenisnya disartping

tugas pokoknya sehari-hari yang ditetapkan oleh Pengguna

Anggaran (PA).

(b) Honorarium Tim Penyusunan Makalah/Bahan Paparan, Pidato

dan sejenisnya yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan dart

waktrr 
-pelaksanaan 

kegiatan dalam ralgka mencapai target

kinerja kegiatan dimaksud'

(c) Tim Penyusunarr Mal€lah/Batrarr Papararr, Pidato dan

sejenisnya Non PNS dianggarkan pada kode rekerring Belanja

BararrgdanJasapadaJasatenagaKerja/TenagaI.ainnya.

o
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7.

(6.2.4 Ttn FcnYurunen Butu
(a)KeparaoPD/UnitKerjadapatmembentukTimpenJrusunan

buku terdiri dari PNS dan Non PNS yang diberikan tugas untuk

men] rsun buku disamping tugas pokoknya sehari-hari yang

ditetapkan oleh Pengguna Angaran (PA)'

(b) Honorarium Tim pen]nrsunan buku yang dibayarkan sesuai

dengan kebutuhan dan walcu pelaksanaan kegiatan dalam

rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

(c) rim penJrusunan buku Non PNS dianggarkan Pada kode

rekeningBelarrjaBarangdanJasapadaJasatenaga
Keqa/Tenaga l^ainnYa.

PEI,AIISAI{AAT IIEGIATATT PTITELITIAI|

7.1 l(cloblhaa Jen Ponolltlena/Perclryasaen

(a) Pelaksana kegiatan penelitian diberikan kepada PNS dan NoN
pNS yang melaksanakan tugas penelitian ditetapkan oleh

Pengguna Anggaran (PA).

(b) Honorarium atas kelebihan jam kerja yang diberikan kepada

fungsional perekayasa yang diberi trrgas berdasarkan surat

perintah dari pejabat yang benvenang melakukan perekayasaan,

paling barryak a (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan

uang lembur dan uang makan lembur'

7.2 Fcnuqf ong Pcnclltlene/Fcrelayasaan

(a) Honorarium penunjalg kegiatan penelitial lperel<ayasaan
diberikan kepada seseorang yang diberi tugas oleh pejabat

berwenasg unhrk menunjang kegiatan penelitian I prel<ayasaan

yang dilakukan oleh fungsional penetiti/perekayasa sebagai

pembanhr peneliti/ perekayasa, koordinator
peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/ perekayasa, pengolah

data, petugas sunrei, pembanhr lapangan berdasarkan surat
perintah pejabat yang berwenang. Honorarium penu4iang

penelitian/perekayasaan diberikan secara selektif dengart

mempertimbangkan prinsrp efrsiensi dan efektifitas.

(b) Datam hat pembantu peneliti/perekayasa berstatus sebagai
pegawai Negeri Sipil, maka peneliti/perekayasa dimaksud tidak
diberikan uang lembur dan uang makan lembur'

(c) Dalam hal penelitian/perekayasaan dilakukan bersama-sama

dengan Pegawai Negeri sipil (non fungsional
peneliti/perekayasa), kepada Pegawai Negeri sipil (non

fungsional peneliti/ perekayasa) atas penugasan penelitian yang

dilakqkan di luar jam kerja normal diberikan honorarium paling

tinggi sebesar 85o/o (detapan puluh lima persen) dari honorarium

kelebihan jam perekayasaan unhrk perekayasa pertama serta

tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

o
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TARASTTilBER/PEIBAHAS/foDEnATOR/PEilBAWA
/acARA/ RAIToR/ sosIAtIsASI/ DISEUITASI/ FGD/mIATAr
SE'Ef,ISIIYA

8.1 llarasumber

Honorarium Narasumber diberikan kepada Pejabat Negara/

Pegawai Negeri sipil/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat

y{tgber:srenang untuk membril<an informasi / pngetahuan dalam

kegiatan seminar/Rapat Koordinasi/sosialisasi/Diseminasi/
Bimbingan Teknis/workshop/ Rap at Ke4a lsarasehan/ simposium

/LokakaryalFoans Group DisanssionlKegsatart sejenis yang

dilaksanakan, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan,

dengan ketentuan:
a.SatuanJamyangdigunakandalampemberian

narasumber/pembahas adalah 60 (enam puluh)

ditakukan secara panel maupun individual'
b. Narasumber/pembahas bisa berasal dari luar

Pemerintah KabuPaten Musi Rawas'

c. Narasumber/pembahas bisa berasal dari linslilngan
Pemerintah I(abupaten Musi Rawas sepanjang memiliki

kompetensiyangdapatdipertanggungiawabkan,sPed
Jabatan Stmkhral/ fungsional atau pernatl mengikun I'ruinW
of lTainers (ToT).

d. Narasumber/ pembahas bisa berasal dari dalam perangakat

daerah penyelenggara sepanjang memiliki kompetensi yang

dapat dipertanggungiawabkanr s€perti Jabatart

Stmkhrral/fungsional atau pernah mengikuti T'ruinw of
Tlainerc (ToT), dan Pserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggarul

masyarakat.

8.2 fodcrator
Honorarium Moderator diberikan kepada Pegawai Negr Sipil

/Anggota Polri/TNI yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang

unhrk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan

Seminar/ RapatKoordinasi/ Sosidisasi/ Diseminasi/ Bimbingart
Teknis/Workshop/Rapat Kerja/ Sarasehan/Simposium

llokakaryal Foans Group DisanssionlKeglatan Sejenis yang

dilaksanalran, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan,
diberikan dengan ketenttran:

a. moderator berasal dari luar peranglrat daerah penyelen*ila;
dartl atau

b. moderator berasal dan dalam perang$at daerah penyelenggsa

sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggual
masyarakat.

honorarium
menit baik

Linglnrngan

o
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8.3. Peobara Acan

Honorarium pembawa a@rayang diberikan kepada Pegawai Negeri

sipil Negara/-PII/TKS yang dihrnjuk oleh pejabat yang berwenang

unhrk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan

seminar/Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingart

Teknis/Workshop/Rapat Kerja/Sarasehan/Simposium

Lokakarya lFoats Gtonp DirsanssfonlKeg4atat sejenis' tidak

termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan, diberikan dengan

ketentrran:
a. pembawa Acara berasal dari hrar peranglat daerah

penYelenggara; daurr I atau

b. Pembawa Aca^ra berasal dari dalam perangkat daerah

penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatal berasal dari luar perangkat daerah penyelenggffal

masYarakat-

E.4. Rohentawen

Honorarium Rohaniawan diberikan kepada seseorang yang

dihrgaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniaq'an

dalam pengambilan sumpah jabatan, dan untrrk pelaksanaart

kegiatan lainnYa.

g. PAmTIA 8F,IIf,AR/DIIITAT/RAI(OR/SOSIAf,ISASI/DISEUITASI
/rGD /XmrATAIt SE TIUSITYA

(a) Honorarium Panitia diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

Negara yang dihrnjuk oleh pejabat yang berwenang dan

diberil€n tugas sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan

Seminar/ Rapat Koordinasi/ Sosialisasi/ Diseminasi/ Bimbingan

Teknis/workshopl RapatKeda/ sarasehan/ simposium/ Lokak

arya / Foans Grcup Discussio n / KegSatan Sejenis'

(b) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/
Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis /Workshop/Rapat
Keqal sarasehan/ simposium/ Iokakarya I Foans Grcup

Discussion/ Kegiatan Sejenis memerlukan tanrrbahan panitia
yang berasal dari non Pegawai Aparatrrr Sipil Negara hal,Ls

dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi,

dengan besaran honorarium mengacu pada besaran

honorarium untuk anggota panitia.

(c) Honorarium Panitia yang dibayarkan sesuai dengan

kebutuhan dan wakhr pelaksanaan kegiatan dalam rangka

mencapai tatget kinerja kegiatala dimaksud'

3
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PETY-EI,ETGGARA IrEGIATAIT PEITDIDIKAT DAIT PELI\TIHAIT

(Drrrr,ATl

(4HonorariumpenceramahdapatdiberikankepadaPNS/NonPNS
yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing

qeriene sesuai dengan keahliannya kepada peserta

diklat/kegiatan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan atau

kegiatan 
'pembinaan 

kerohanian dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. berasal dari luar unit oPD/Unit Kerja penyelenggffa;

2. berasal dari dalam oPD/Unit Kerja penyelenggara sepanjang

peserta diklat/kegiatan yang menjadi sasaran utama kegiatan

berasal dari luar Perangkat Daerah penyelen gara/ masyarakat'

(b) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar oPD/Unit Kerja

penyelenggara dapat diberikan sepanjang kebutuhan pengqiar

tidak terpenuhi dari sahran kerja penyelenggara'

(c) Honorarium Pengqiar yang berasal dari oPD/unit Kerja

penyelenggara dapat diberikan baik kepada widyaiswara maupqn

pegawai lainnya. Bag widyaiswara, honoraritrm diberikan atas

kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlatl

minimal tatap muka mengacu pada ketentuan yang berlalnr.

(d) Honorarium dapat diberikan kepada panitia penyelenggara diklat
yang melaksanakan fungsi taita usaha diklat, evaluator, dan

fasilitator lnrnjungan serta hal-hal lain yang menunjang

penyelenggaraan diklat berjalan dengan baik dengan ketentuan

sebagai berilmt:

1. mempakan tugas tambatran/perangkapan fungsi bag yang

bersangfuutan;

2. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan

urgensinYa; dan

3. jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal

LOo/o (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan

mempertimbangtcan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan-

Dalam hal jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang'

maka jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling

banyak 4 (emPat) orang.

Catatan:

Jam pel4iaran yang digunakan unhrk kegiatan

penyelenggaraan diklat adalah 45 (empat puluh lima) menit.

3
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L2.

PT@UJIAT/VATASI

(a) Pen5dengaxa ujian dan vakasi diberilian Honorarium )xang

merupakan imbalan bagi penyusun naskah ujian, pengawas ujian,

penguji atau pemeriksa hasil ujian pada pendidikan ting!<at dasar'

dan menengah.

(b) sahran biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transpor'

(c) Pemberian honorarium penlnrsun naskatr ujian, penguji atau

pemeriksa hasil ujian kepada guru diberikan atas kelebihan bebart

terja guru dalam penyusunan naskah ujian, pengujian atau

pemeriksaan hasil ujian yang ditetapkan sesuai dengan perahrran

yang berlaku.

(d) Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, honorarium

pemeriksaan hasil ujian tidak diberikan untrrk penyelenggaraan

ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal'

PEIIYT'LI'II ilOIt PEGAWAI PIUERIIITAII I'EITGAT PER''AruIAIT

IIER.,A

(a) Honorarium Penyuluh diberikan sebagai pengganti uPah kerja

kepada Non pNS yang diangkat unhrk melakukan penyuluhan

berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

(b) Penyuluh lTenaga Teknis Pengelolaan Hutan Non PNS adalatt

tenaga non PNS seperti yang Pernah dibiayai oleh APBD
provinsi/APBN dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta

kontrak kerja, sedangkan ketentuan teknisnya diatur oleh

Peranglat Daerah.

(c) Penyuluh Non PNS dianggarkan pada kode rekening Belanja

Barang dan Jasa pada Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya.

JASA PELAYATAT PERAf,GTAT DATRAII

Honorarium yang diberikan hanya kepada non pegawai Aparatur Sipil

Negara yang ditunjuk untrrk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas

dan fungsinya sebagai Ajudan, satpam/jaga malam kantor, pengemudi,

petugas kebersihan, dart pramubakti, berdasarkan surat keputrrsan

pejabat yang berwenang/kontrak kerja yang diberikan setiap bulannya'

7r2.l PGttrg$ Keberrthan/Ptemubahf

(a) Satuan honorarium ini diberikan kePada Pehrgas
kebersihan/pramubakti Non PNS unttrk melaksanakan kegiatart

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor sesuai trrgas dan fungsinya

berdasarkan surat pejabat yang berwewenang/ kontrak kerja-

a
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(b) Jasa pelayanan kebersihan Non PNS dianggarkan pada kode

rekening d"f"rr5" Barang dan Jasa pada Jasa Tenaga Kerja/Tenaga

LainnYa.

12.2 Satusn psngnnianqn (sstpaml/PcnJaga Ualam

(a) satrran honorarium ini diberikan kepada petugas keamanan

kantor dan penjaga malam untuk melaksanal<an kegiatarr

Penyediaan .lasa Pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran

sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan surat pejabat yang

berwewenang/ kontrak kerja'

(b}JasapehrgaskeamanarrkantordanpenjagamalamNonPNS
aianggartin pada kode rekening Belanja Barang dan Jasa pada

Jasa Tenaga Kerja/Teflaga Lainnya'

l2.g {fudan
(a) satuan honorarium ini diberikan kepada ajudan yang

dipemnhrkan bag non PNS/PNS/pegawai instansi vertikal

berdasarkas surat pejabat yang berwewenalg/kontrak kerja'

(b) Ajudan dari pegawai instansi vertikal/non PNS untuk
melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung

Administrasi Teknis/Perkantorart diarlggarl<an Pada kode

rekening Belanja Barang dan Jasa pada Jasa Tenaga

Keda/Tenaga LainnYa.

12.4 Soptr

(a) Satuan honorarium ini diberikan kepada sopir y{rg
dipemntukan bagi non PNS/PNS berdasarkan surat pejabat

yang berwewenang/ kontrak kerja-

(b) Sopir dari non PNS untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan

Jasa pendukung Administrasi Teknis/ Perkantoran dianggarkan

pada kode rekening Belanja Barang dan Jasa peda Jasa Tenaga

Keda/Tenaga LainnYa.

13. .'ASA Ttr;ITAGA ITTR.'A SI'IIARTI,A

(a) Jasa Tenaga Kerja Sukarela diberikan sebagai pengganti upah

kerja kepada Non Pegawai Negeri Sipil unhrk melakukan tugas

administrasi perkantoran berdasarkan surat keputusan pejabat

yang berwenang.

(b) Jasa Tenaga Kerja Sukarela unhrk melaksanakan kegiatan
penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran
yang dialggarkan pada kode rekening Belaqia Barang dan Jasa

pada Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya dapat diberilgll
honorarium setiaP bulannYa.
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(c) Dalam hal Jasa Tenaga Kerja Sukarela melahsanakan kegiatart

pendukung lainnya diluar kegiatan Penyediaan Jasa
pendukgng Administrasi Teknis/Perkantoran honorarium yang

diberikan mempertimbangt<an batrwa keberadaan non PNS

(Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya) dalam kegiatan benar-

benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap

efektifrtas pelaksanaan kegiatan dan dapat diberikan

honorarium sesuai dengan kebutuhan dan walrtu pelaksanaan

kegiatan dalam rangfu mencapai target kinerja kegiatart

dimaksud-

I4. SATUAT UAITG IAXAIT

Satuan biaya uang makan menrpakan sattran biaya yang

digunakan unhrk perlencanaan kebuhrhan uang makan pegawai

yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja'

15. SATT'AIT UATG I,EUBI'R DAI| UAIrAIT I,T,TBT'R

15.1 Uang l.enbur
(a) uang lembur dianggarkan merupakan kompensasi bag

pNS/Non PNS yang melalnrkan kerja lembur berdasarkan

surat perintatr dari pejabat yang berrenang'

(b) Kerja kmbur adalatr bekerja diluar jam kerja besaran sattran

biayauang Lembur diterima berdasarkan per Golongan.

(c) Pada hari kerja batasan waktu kerja lembur maksimum 3

(ti8a) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminSgu,

sedangtcan pada hari libur dapat melebihi 3 (tiga) jam per hari
maksimal 6 jarn Per hari.

(d) Pada hari libur tarif uang lembur dihihrng 2OOo/o dari tarif
lembur pada hari kerja biasa-

(e) uang lembur Non PNS dianggarkan pada kode rekening
Betanja Barng dan Jasa pada Jasa Tenaga Kerja/Tenaga
Lainnya.

15.2 Uatan l.enbur

(a) Uang Makan kmbur dipemnhrkan bagi PNS/Non PNS setelatt

bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-
turut dan diberikan maksimd I (satu) kali per hari.

(b) Uang makan lembur dibayarkan bersamaan dengan uang
lembur sesuai dengan standar biaya-

(c) 
Hffi,"-ffiJr-"I:""*#ff1H iffiiffi")"ffi:
Lainnya.

o
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16. SAT]UAII BIAYA STWA KEITDARAAT

Sewa Kendaraan Operasional dipergunakan untuk kegiatan

insidentil yang meruPakan satuan biaya yang digunakan unttrk

perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat),

rod,a 6 (enarr)/bus sed,ang, dan roda 6 (enalrrllbus besar untuk

kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terLs - menerus)'

Satuan biaya ini dipenrntukan bag:

a. Pelayanan tamu yang membuhrhkan kendaraan khusus.

b. Pelaksanaan kegiatan yang membuttrtrkan mobilitas tinggi,

berskala besar, dan tidak tersedia kendaraal dinas serta

dilalnrkan secara selektif dan efisien dan bersifat insidentil (tidak

terus menerus).

c. Sattran biaya sewa kendaraan sudah termasuk batran bakar dart

pengemudi.

d. Dalam pelaksanaaruUra, sebelum melakqkan perjanfiian sewa,

perangl<at Daerah penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa

p"ry"di" barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa

selalu siap palrai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan

pengganti apabila kendaraan tidak berfrrngsi sebagaimana mestinya),

oleh laren anya atas ken daraan dimaksud tidak dapat dialokasikan

biaya pemeliharaan.

e. Mekarrisme sewa kendaraan operasional mengilmti ketentuart

pengadaan barang/jasa yang berlalru.

sEtwa/C,rIrrERAr AIIGTUTAIT DARAT IIHUSUS PE ABAT PtR IIARI

Satuan biaya transportasi angkutan darat yang digunakan khusus

unhrk Pejabat Negara dan Pejabat Daerah. Satuan biaya sewa kendaraan

sudatr ternrasuk pengemudi (sopir) dan bahal baf<ar yang diberikan

secara at cost.

BAEAII BATARXIXYAT

(a) Sahran Batran Bakar Minyak merupakan satpan biaya yang

digrrnakan untrrk memenuhi kebuhrhan bahan bakar minyah

kendaraan dinas dan kendaraan operasional, diperhitungkan

dengan satuan liter/unit/hari dan diberikan perbulan berdasarkan

Surat Keputusan Pejabat berwenang.

(b) Kendaraan Operasional Ihntor merupakan kendaraan dinas di luar
Kendaraan d.inas jabatan, kendaraan dinas perorangan, dan

kendaran dinas khusus/lapangan yang dikelola oleh Sekretariat

OpD/Unit Kerja diberikan bahan bakar kendaraan berdasarkan

Surat T\rgas unhrk pelaksanaal ttrgas lapangan dart

pertanggungiawabannya melampirkan bukti pembelian bahan bakar

kendaraal yang dikeluarkan oleh penyedia barang dan jasa dan

tidak mendapat transport perjalanan dinas'

17.
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(c) Dalam hal pemakaian batran bat<ar kendaraan dinas yang melebihi

sebagaimana telah ditetapkan (total liter per bulan) ditanggung oleh

Pemegang kendaraan dinas'

tg.sATUATHARGAKOII$rusIuArAilAII/SIfACK
ACARA/XEGIATAII/ RAPAT/ PTI"ATIEAII/ BITTET DAII AB'EIIISITYA

Jenis dan satuan pengadaan makanan dan minuman adalah

sebagai berikut :

(a) Belanja Makansn dan Minuman Rapat dapat dianggarkan pada

kegiatan OPD/Unit Kerja sesuai dengan kebuhrhan dan output

kinerja kegiatannya, dan dengan satuan kotak/bunglrus/
prasur€Inan sesuai dengan standar umum yang ditetapkan'

(b) Porsi/paket disunakan makan prasruman unhrk pejabat Negara,

tamu, makanal dal minuman Rtrmah Talgga Kepala Daerah,

kegiatan acara- acara hari tertentu dan kegiatan sejenis lainya,

yaihr umrmurya pada kegiatan OPD/Unit Kerja Seknetariat Daerah.

(c) Belanja makanan dan minuman pelatihan /sosialisasi, klaien/

pasien/ siswa dan sejenisnya dapat dianggarkan pada kegiatan

oPD/Unit Kerja sesuai dengan kebuhrhan dan output kinerja

kegiatannya, dan dengan sahrannya adalatt

kotak/bungtnrs/prasmanan sesuai dengan ketentuan standar umlrm.

(d) Sattral biaya pengadaan batran makanan merupakan sahran biaya

yang digunakan untuk perencanaan kebututran biaya bahan

makanan, dan diberikan untuk kegiatan oPD/Unit Kerja.

(e) proses pengadaan belanja makanan dan minuman berpedoman pada

ketentrran Yang berlaktr

2o,. Bteyr Adntartrrst Koglatan

Biaya Adminstrasi Kegiatan mempakan Batas maksimum satuan Biaya

yang digunakan untuk perencanaan biaya administrasi kegiatart

pengadaan konstnrksi dan Non Konstmksi yang terdiri dari belanja

Pegawai, Belanja Barang/ Jasa.

Catatan:
Biaya Administrasi kegiatan tersebut diluar biaya konsultan.

2I. SATUAIT BIAYA DIrI.AT PIUPTTAil/SIRT'KTT'RAL

Satual biaya yang digunakan untuk perencanaan kebuhrhan biaya

diklat penjenjangan unhrk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki
jabatal tertentu. Satuan biaya diklat kepemimpinan/stnrlrhrral
menrpakan estimasi biaya yang akan dipergunakan urrtuk mengilnrti

diklat berdasarkan dengan tingkatan diklat dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku-

o
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8ATgfiT BIAYA DNAITBATAX

Satuan biafra ]rang digunakan untr:k perencanaan kebututran biaSra

latihan prei"b"t""- bagi Calon Pegawai Negeri sebagai ryarat unhrk

diangkat sebagai Peg3u/ai Negpri. SatLlan biaf'a prqiabatan merupakan

estimasi biaya yarrg akan dipergunakan unhrk mengilnrti diklat

prajabatan dan sesuai dengan ketentrran yang berlaku.

Z!r. nc4or&n lrillhh.
- o.I : OranglJam
- o.rP : Orang/Jam Felajaran
- OH : Orang lHari
- OB : Orang/Bulan
- O|I : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orangl@iatan
- OR : Orang/ResPonden
- Otcr : Orang/Terbit

GI'NAtrIAI{
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